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ABSTRAK 

Judul Skripsi “Problematika Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu April 2019 Di Sumatera 

Selatan” Dalam penelitian tersebut penulis menemukan  permasalahan berupa : 1. 

Bagaimanakah pelaksanaan mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh penyandang 

disabilitas sebagai pemilih dalam pemilu? 2. Apa saja yang menjadi problematika 

penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilu?. Jenis metode penelitian yang 

digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif-empiris dengan 

menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (statue approach), pendekatan 

konseptual dan Pendekatan kasus (case approach) serta menggunakan Bahan Primer, 

sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian skripsi dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan 

mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam 

pemilu telah dijelaskan Pada Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan 

Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 

Tentang Penyandang Disabilitas serta kriteria Kriteria TPS yang aksesibel ini telah 

dijelaskan dalam buku panduan Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 2017 

serta Problematika penyandang disabilitas sebagai pemilih pada pemilu disebabkan 

Dorongan faktor internal ditunjukkan melalui partisipasi politik yang dipengaruhi oleh 

adanya faktor aspek psikologis dan pendidikan politik dari pemilih disabilitas. Sedangkan 

dorongan faktor eksternal ditunjukkan melalui partisipasi politik yang dipengaruhi oleh 

adanya faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai bagi pemilih disabilitas, 

kurangnya petugas yang menangani khusus disabilitas, tidak ada sosialisasi pemilu secara 

khusus bagi pemilih disabilitas. 

Kata Kunci: Problematika, Pemilih Disabilitas, Pemilu 

Menyetujui: 

Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu, 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A.  Latar Belakang 

 Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang 

untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu yang berasal dari terminologi 

asing yaitu recht (Belanda), right (Inggris). Konstitusional berasal dari 

kata Konstitusi, secara etimologi (bahasa), istilah “Konstitusi” berasal 

dari bahasa Latin “constitution atau constituer” yang berarti 

“membentuk”. Pada zaman dahulu, istilah konstitusi dipergunakan 

untuk melaksanakan perintah Kaisar Romawi (yakni: constitutions 

principum). Kemudian di Italia, konstitusi difungsikan sebagai 

Undang-Undang Dasar (Diritton constitutionale). Sedangkan makna 

konstitusi dalam bahasa Belanda disebut dengan Grodwer.1 

 Konstitusi secara terminologi, konstitusi merupakan sejumlah 

aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur 

fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk hubungan 

kerjasama antar negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks 

kehidupan berbangsa dan bernegara.2 Hak konstitusional adalah 

kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan 

 
1 Marwan Mas. Cetakan Kesatu 2018. Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara. Depok: 

Rajawali Pers. Halaman 11. 
2 Mahpudin Noor, dan Suparman. Cetakan Kesatu 2016. Pancasila Bandung: Pustaka Setuia. 

Halaman 89. 
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atau berbuat sesuatu dengan Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Hak Konstitusional itu berlaku bagi setiap 

warga negara termasuk sekelompok masyarakat yang mengalami 

keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik. 

 Negara telah menjamin, melindungi dan memberikan sebutan 

terhadap warga negara yang memiliki keterbatasan dengan sebutan 

“Penyandang Disabilitas” yang tertuang dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas. Dalam penyebutan penyandang disabilitas diharapkan 

tidak memberikan makna negatif lagi di masyarakat terhadap mereka 

yang memilik kekurangan. Pengaturan mengenai penyandang 

disabilitas dalam Undang-Undang tersendiri, merupakan bentuk 

perwujudan negara telah hadir dalam memberikan perlakuan yang 

sama warga negaranya. Perlakuan yang sama bagi setiap terhadap 

setiap warga negara adalah sebagai bentuk menjunjung dan melindung 

setiap Hak Asasi Manusia (HAM).3 

 Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat 

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang 

Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, 

dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan 

 
3 Knut D.Asplund,  Hukum Hak Asasi Manusia, ed by PUSHAM UII (Yogyakarta,2008). 
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setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat 

manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang mendasar yang 

dimiliki manusia sejak kelahirannya didunia yang bersifat universal 

dan abadi. Manusia memilikinya diberikan kepadanya oleh masyarakat 

atau di berikan oleh negara, melainkan berdasarkan martabatnya 

sebagai manusia.4 Negara Indonesia sudah menempatkan pengaturan 

mengenai Hak Asasi Manusia didalam konstitusinya yaitu Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat 

di BAB XA terdiri dari 10 pasal mulai dari pasal 28A sampai dengan 

pasal 28J dari hasil amandemen kedua pada tahun 2000. Pengaturan 

mengenai Hak Asasi Manusia lebih kuat disebutkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia dan Demokrasi. Perwujudan demokrasi itu 

dilaksanakan dalam pemilihan umum. Pemilihan umum atau yang 

disingkat pemilu merupakan salah satu ciri yang harus ada pada 

demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting 

untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, dengan jalan memilih wakil-

wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda 

pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam 

suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan 

 
4 Ibid., 
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berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat  aspirasi dan 

partisipasi masyarakat.5 Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang 

berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam 

pemilihan pemilu berdasarkan kesamaan hak melalui pemungutan 

suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.6 

 Pelaksanaan pemilu, baik itu pemilu Legislatif maupun pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden haruslah menjunjung asas kesetaraan 

sehingga tidak terdapat diskriminasi bagi disabilitas yang memiliki hak 

politik pada pemilu tersebut seperti yang tercantum pada Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Untuk 

mewujudkan terciptanya asas kesetaraan bagi disabilitas dan agar 

mereka dapat memilih wakil yang mampu menampung aspirasi politik, 

maka perlu diwujudkan pemilu yang aksesibel bagi penyandang 

disabilitas. Terlebih  lagi, menjamin hak politik setara bagi disabilitas 

sangat penting demi pelakasanaan asas langsung, umum, bebas dan 

rahasia dalam pemilu.7 Dalam penyelenggara pemilu penyandang 

 
5 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2008. 

Halaman 54 
6 Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999. 
7 Ishak Salim, dkk. Memahami Pemilu dan Gerakan Politik Kaum Difabel, Yogyakarta,2014. 

Halaman 60. 
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disabilitas dilindungi haknya di Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi 

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan 

pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu 

dengan  tidak ada kecualinya”.8 Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga melindungi hak 

penyandang disabilitas dihadapan hukum yang berbunyi “Setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.9  

 Pemberian jaminan partisipasi kalangan para penyandang 

disabilitas sifatnya masih sebatas pengaturan instrumen pelaksana 

teknis, seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 

Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara 

dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, serta Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan 

Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa hal 

dipersoalkan terkait teknis pemilihan seperti meja khusus dan 

pengaturan pintu masuk maupun keluar Tempat Pemungutan Suara 

(TPS) bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi 

 
8 Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
9 Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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roda, alat bantu tuna netra untuk memberikan suara, bantuan saksi 

terjamin, hingga kewajiban merahasiakan pilihan pemilih dengan 

penandatanganan surat pernyataan pendamping pemilih. Meski 

peraturan tersebut dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

dalam menjamin penyandang disabilitas dapat memberikan suara pada 

pemilu, kenyataan hak politik mereka dinilai banyak disepelekan. 

Ditambah lagi dikarenakan penyandang disabilitas merupakan mereka 

yang memiliki keterbatasan fisik serta mental cenderung mengalami 

kesulitan dalam berkomunikasi, mengakibatkan para penyandang 

disabiltas rentan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan haknya 

sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Adapun juga dalam hal ini 

rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang sistem tahapan maupun 

mekanisme pemilih mengakibatkan hak suara penyandang disabilitas 

rentan termanipulasi. Hal tersebutlah yang menjadi dasar penulis 

tertarik untuk melakukan suatu penelitian melalui penyusunan skripsi 

dengan judul PROBLEMATIKA PEMILIH DISABILITAS 

DALAM PEMILU APRIL 2019 DI SUMATERA SELATAN. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: 
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1. Bagaimanakah penerapan mekanisme pemilihan yang 

dilakukan oleh penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam 

pemilu? 

2. Apa yang menjadi problematika penyandang disabilitas 

sebagai pemilih dalam pemilu? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memahami bagaimanakah penerapan  mekanisme 

pemilihan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas 

sebagai pemilih dalam pemilu? 

2. Untuk memahami apa yang menjadi problematika 

penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilu? 

D.  Manfaat Penelitian 

Adapun dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

kajian akademik dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan 

dalam memberikan kejelasan kedudukan penyandang disabilitas dalam 

pemilu. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

kalangan akademisi dan masyarakat mengenai problematika yang 

dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam melakukan pemilihan 

umum. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu luas dan juga 

agar lebih kongkrit, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan 

skripsi ini kepada pelaksanaan mekanisme pemilihan yang dilakukan 

oleh penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilu di Sumatera 

Selatan. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan landasan dalam membangun atau 

memperkuat permasalahan yang dianalisis, serta sebagai dasar penelitian 

agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan 

konsisten.10”“Adapun teori-teori yang digunakan di dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Teori Negara Hukum 

 
10“Koentjaraningrat, Metode-metode penelitian masyarakat, Jakarta, Gramedia, 1990,  

hlm. 65.” 
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Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 menyatakan bahwasannya “Negara Indonesia adalah 

Negara Hukum”.  Konsepsi Indonesia sebagai negara hukum yang telah 

dikemukakan oleh Gustav Radbruch tujuan negara hukum terdiri dari 3 

jenis yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.11 

Keadilan dalam  hal ini juga ditujukan kepada penyandang disabilitas 

karena sejatinya para penyandang disabilitas juga merupakan 

masyarakat Indoneisa.  

 Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar  Negara Repbulik 

Indonesia 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama dihadapan hukum”.12 Norma konstitusi ini secara tegas 

melarang adanya pembedaan perlakuan dihadapan hukum, termasuk 

dalam hal pengaturan hak memilih dalam pemilu. 

2. Teori Hak Politik 

Hak Politik merupakan salah satu hak yang termasuk bagian dari 

serangkaian hak-hak dalam Hak Asasi Manusia. Hak Politik sering 

disebut juga sebagai Hak Asasi Politik atau political rights.13 Menurut 

Jhon Lock hak-hak politik mencakup atas hak hidup, hak dan kebebasan 

 
11 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, Hal.123. 
12 Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisia 1945. 
13 https://ayoksinau.teknosentrik.com/macam-hak-asasi-manusia/ diakses pada 26 Juli 2020 

https://ayoksinau.teknosentrik.com/macam-hak-asasi-manusia/
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dan hak untuk mempunyai milik (Life, Liberty and Property).14Dengan 

ini hak politik memiliki ciri demokratis. Maka hak inti dari hak politik 

adalah  hak atas kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi atau 

menyatakan pendapat dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum.15  

Hak politik dalam  hal ini di tujukan kepada penyandang disabilitas 

karena sejatinya para penyandang disabilitas memiliki hak memilih 

dalam pemilu. 

3. Teori Kedaulatan Rakyat  

Kedaulatan rakyat berada ditangan rayat yang dinggap sebagai 

pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana disebutkan 

pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari 

pemilu karena pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip 

kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah 

setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.16 Dalam hal 

 
14 Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilhum Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan 

Kepaniteraan MK RI.2006, Hlm 87. 
15 Titon Slamet Kurnia. Cetakan  Kesatu. 2015. Interprestasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bandung: Mandar Maju, Hlm. 254. 
16 Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut Undang-Undang Dasar 1945, 

Liberty, Jakarta,1993,hlm.94. 
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ini juga ditujukan kepada penyandang disabilitas memilik hak dalam 

pemilu. 

G. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang 

bertujuan untu mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu 

dengan jalan menganalisisnya, selain itu juga diadakan pemeriksaan 

yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang 

timbul di dalam gejala bersangkutan.17 

Penggunaan metode dalam skripsi ini adalah untuk merumuskan 

permasalahan, mendapatkan gambaran dan bahan-bahan, serta 

merumuskan pembahasan mengenai Problematika Pemilih Disabilitas 

Dalam Pemilu April 2019 Di Sumatera Selatan.  

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian dalam penelitian ini yakni Penelitian Hukum 

Normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (applied 

normative law) yakni penelitian hukum  mengenai pemberlakuan atau 

 
17 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti,2004, 

hlm 135. 
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implementasi ketentuan hukum normatif (Kodifikasi, Undang-undang, 

atau kontrak) in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang 

terjadi dalam masyarakat.18 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Pendekatan perundang-undangan (Statute approach) 

 Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan 

perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan 

hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. 

Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum 

normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan 

lain yang cocok.19 Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-

pertimbangan hukum yang  tepat dalam  mengahadapi permasalahan 

hukum yang dihadapi.  

Pendekatan perundang-undangan ini misalnya mempelajari 

mengenai kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-

 
 18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 96. 

19 Ibid., 
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Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-

Undang yang lain.20 

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual approach) 

Penelitian yang diarahkan untuk mengidentifikasi atau 

menetapkan  konsep tertentu dalam hukum, dilakukan dengan cara 

memahami, menerima, dan menangkap konsep tersebut untuk dibahas. 

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini 

menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum.21  

c. Pendekatan Sosiologis 

Sosiologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang 

keadaan  masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai 

gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini suatu 

fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong 

terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang 

mendasari terjadinya proses para penyandang disabilitas.22 

3.  Jenis dan Sumber Data 

 
 20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Jakarta: Paramedia Group,2012, hal.93. 

 21 Ibid 

 22Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hlm. 181. 
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 Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian 

diperoleh. Adapun yang termasuk jenis-jenis sumber data sekunder 

yaitu: 

1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh dari data empiris yang 

ada di lapangan bersumber dari informan maupun data yang diperoleh 

pada institusi . Pada penelitian ini data primer bersumber dari lokasi 

penelitian wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang 

bersumber langsung dari informasi di Komisi Pemilihan Umum 

(KPU). 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan 

terhadap bahan hukum, yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya 

mengikat secara yuridis karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa 

Undang-Undang dan Peraturan lain dibawah Undang-Undang. Bahan 

hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 
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2. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

3. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 

Tentang Penyandang Disabilitas. 

4. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  Nomor 

3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam 

Pemilihan Umum. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisa dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari buku-

buku hukum administrasi negara, artikel ilmiah, peraturan perundang-

undangan, hasil penelitian sarjana, dan hasil-hasil penelitian.23 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam 

penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi kamus 

hukum,  kamus bahasa Indonesia dan sebagainya. 

 
 23 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta; 

Rajawali Pers, 2010, hlm.118. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk 

memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan 

bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan 

penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen 

adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui 

bahan hukum tertulis dengan mempergunakan konten analisis.24 

Adapun metode penelitian bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi:  

a. Studi Pustaka 

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan 

studi kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data-data 

dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun literatur-literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, juga 

pendapat para tokoh atau para ilmuan. 

     b. Studi Lapangan 

  Yaitu melakukan wawancara data lapangan sebagai data 

penunjang diperoleh melalui info dan pendapat dari narasumber yang 

 

 24 Peter Mahmud Marzuki.Op.cit,hlm. 21  
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ditentukan. Penelitian ini menggunakan wawancara yang tidak 

tersturuktur dimana peneliti melakukan dialog dengan narasumber yang 

dianggap mengetahui dengan jelas kondisi mengenai Problematika 

Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu April 2019 Di Sumatera Selatan. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis dan kontruksi data 

sekunder secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul 

dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif, 

dan sistematis.25 

Bahan hukum yang diperoleh dari sumber bahan hukum yang 

dianalisis secara normatif, kualitatif, yakni suatu bentuk pengelolaan 

bahan hukum yang mana diawali penjelasan panjang lebar kemudian 

diolah menjadi suatu bahan hukum yang ringkas dan juga sistematis, dan 

kemudian diambil kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan dalam 

skripsi ini. 

6. Penarikan Kesimpulan 

Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pernyataan yang 

bersifat umum (premis mayor) Kemudian diajukan  ke pernyataan yang 

bersifat khusus (premis minor), dari kedua premis itu kemudian ditarik 

suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi 

 
 25 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, RajawaliPers, Jakarta, 2007, 

hlm. 10. 
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hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.26 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, 

logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif 

yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya 

menjadi kesimpulan yang lebih khusus. 

 
 26 Ibid hlm.47 
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